sesuai dengan kondisi yang
mendasari dilakukannya uji
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Disahkan Oleh
Pejabat i dan De
Waskita Karya
Nama/ Judul SOP j'_Pon ujian Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukumn : " < 2
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 'f“;:;ﬁlg’:‘ep:m“""‘m;‘f"
g. :a:a!uran i?m:sl m:?:qu‘s» :lyst.i't :ap,ln:(k :ndcn».s,a Nomor 1 1&?:\1& fal f tentang Prosedur Penyelesaian Sy;en?:am Informasi Publik i Undang-Undar‘:g No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
. Peraturan Komist Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informas! Publik b. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
c. Surat Keputusan Pengangkatan PPID dan Tugas Pokok dan Fungsi PPID
2. Petugas Informasi memiliki kemampuan:
a. P ian, ipan, dan
b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
PELAKSANA Mok Bl KETERANGAN
No KEGIATAN PEMOHON KOMISI INFORMAS! DIVISI UNIT PPID Atasan PPID PERSYARATAN Waktu OUTPUT
Kondisi 1
Menginventaris usulan 1. hasil kajian/ usulan daftar Onekiban Bk i S isiatif infornal, tanpa
informasi/dokumen yang informasl yang dikecualikan ukan jika proses uji konse! i atas ini , tan|
dikecualikan yang terdapat pada 2. dasar hukum pengecualian 2 hari kerja hasil kajian/ usulan dafiar informasi yang menunggu adanya permintaan informasi ataupun perintah Majelis
Divisi/ Unit dan menyampaikannya informasi publik Komisioner KI
kepada PPID untuk dilakukan ufi 3. matrix uji konsekuensi
konsekuensi
Kondisi 2
Menyampaikan permintaan atas 1. Surat Permohanan Informasi = =
informasi/ dokumen kepada PPID @— 2. berkas/ dokumen 2 hari kerja 1. fanda terima Dilakukan setelah adanya permintaan informasi terhadap informasi yang
atas Informasi yang belum kelengkapan permohonan 2. nota dinas bersifat dikecualikan
termasuk dalam daftar informasi sengketa informasi
publik (DIP)
Kondisi 3
Menerima perintah Uji Konsekuensi Perintah Majelis Komisioner 7 Dilakukan berdasarkan perintah Majelis Kpmiskmaf Kl dalam proses
dari Majelis Komisioner KIProvinsi ( ) (tertulisfisan dalam sidang) 2had kerje [Pakuain Sengiets leformast penyelesaian sengketa informasi
dalam rangka penyelesaian
sengketa informasi
Waktu Penguji i dengan alasan Uji
Melakukan Uji Konsekuensi di Koaestisces:
al jji Konsel jengan i rdasarkan kondisi 2 maka perfu diperhatikan ketentuan 10+7 hari
melibatkan PPID Divisi PPID Unit yang diuji 1 hari kerja Lember Uji Konsekuensi i FNIESS St sy
rerkal Jika 3 maka periu Jjangka waktu yang diberikan
Majelis Komisioner
Atasan Pejabat Pengelola Informasi I
Dan Dokumentasi Lembar Uji Konsekuensi 1 hari kerja pada lembar uji
I 1. Lembar Uji Konsekuensi
prm— informasi publik
Mernberikan persetujuan atas 2. hasil pertimbangan tentang 2 hari kerja surat keputusan kiasifikasi informesi yang
proses Uji Konsekuensi informasi yang dikecualikan 1
3. perbal keputusan klasifikasi
informasi yang dikecualikan
Menetapkan hasil uji konsekuensi
dalam bantuk Surat Penetapan
PPID tentang Pengklasifikasian 1 hari kerja
Informasi
1) Dalam hal informasi ditakukan berdasarkan kondisi 1 maka hasil uji
Marvyanipaikan hasll L konsekuensi diserahkan Divisi/unit torkait
Konsekusnsi kepada pihak terkait ( R hevate
Majelis Komisioner KI Provinsi/ " ; i ondisi 2 maka hasil uji
i Surat keputusan kiasifika: - . 2) Jika uji konsekuensi dilakukan berdasarkan ke hasil uji
Pemohory PPID Divisi/ PPID Unit) 5 o wiod 1 hari kerja tanda terima dan arsip konsekuens) diserahkan kepada Pemohon informasi

3) Jika uji konsekuensi dilakukan berdasarkan kondisi 3 maka hasll uji
konsekuensi disampaikan kepada Majells Komisioner Ki




